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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengukur kinerja 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dalam Penataan Pedagang Kaki 
Lima, dengan berbagai macam kendala yang dihadapi dan solusi yang harus 
dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data 
dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menerapkan model interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora dapat 
diukur dengan produktivitas kerja organisasi dalam menjalankan tugasnya, 
kualitas layanan dengan menarapkan prinsip koordinasi,dan melakukan evaluasi 
laporan pertanggung jawaban. Kendala yang dialami yaitu kurangnya jumlah 
personil Satpol PP saat hendak melakukan patroli, selain itu hambatan juga 
berasal dari kurangnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap zona-zona yang 
diperbolehkan ataupun dilarang untuk berjualan. Solusi yang dilakukan oleh 
Satpol PP untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi 
dan penyuluhan bagi pedagang kaki lima terkait dengan pemahaman berbagai 
macam zona yang dipergunakan untuk berjualan, solusi selanjutnya yaitu Satpol PP 
akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora 
dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pegawai 
dan staff Satpol PP Kabupaten Blora juga diarahkan untuk melakukan produktivitas 
kerja yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan melakukan evaluasi 
pertanggung jawaban, sehingga penataan pedagang kaki lima dapat berjalan tertib, dan 
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dapat tercapai secara maksimal.  
 





This study aims to describe and measure the performance of the Blora 
District Police Precinct Police Unit in the Regulation of Street Traders, with 
various constraints faced and solutions that must be done. The study used a 
qualitative approach, collecting data with source triangulation and techniques. 
Data analysis applies interactive models through data collection, data reduction, 
presentation and conclusion. The result of the research shows that to measure the 
performance of the Civil Service Police Unit in Trademark Regulation in Blora 
Regency can be measured by the productivity of the organization's work in 
performing its duties, the quality of service by expecting the principle of 
coordination, and evaluating the accountability report. The obstacles experienced 
are the lack of personnel Satpol PP when trying to patrol, besides the obstacles 
also comes from the lack of understanding of street vendors to the zones that are 
allowed or prohibited to sell. The solution made by Satpol PP to overcome these 
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obstacles by way of socializing and counseling for street vendors related to the 
understanding of various zones used for selling, the next solution is Satpol PP will 
work with the District Court and District Attorney Blora District in handling 
cases violations committed by street vendors. Staff and staff of Satpol PP of Blora 
Regency are also directed to perform good work productivity, improve service 
quality, and conduct accountability evaluation, so that the arrangement of street 
hawkers can run orderly, and the performance of Police Unit of 
PamongPrajaBlora Regency can be reached maximally. 
 
Keywords: performance, Civilian Police Unit, Street Traders. 
 
1. PENDAHULUAN  
 
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora khususnya 
dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora 
dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 
Beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema 
yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga 
maupun dengan aparat. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah 
Kabupaten Blora tidak jarang mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, 
dimana bila keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan 
permasalahan dibidang ketertiban umum. Mensikapi hal ini maka Pemerintah 
Daerah perlu untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur 
keberadaan PKL. 
Penataan pedagang kaki lima erat kaitannya dengan pengaruh kinerja Satpol 
PP. Terciptanya kinerja Satpol PP Kabupaten Blora yang optimal tak terlepas dari 
adanya koordinasi yang baik diantara pegawai. Kenyataan yang terjadi didalam 
kinerja Satpol PP Kabupaten Blora kurang optimal terutama yang berhubungan 
penataan pedagang kaki lima. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor intern yang 
berasal dari pihak Satpol PP sendiri, dan faktor ekstern yang berasal dari 
pedagang kaki lima. 
Berhubungan dengan kinerja Satpol PP, tak terlepas dari acuan tata kerja 
Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja meliputi, pertama, 
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setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam 
melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik 
secara vertical maupun horizontal. Ketiga, setiap pimpinan unit organisasi 
bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Keempat, setiap unsur pimpinan unit organisasi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Kelima, 
evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan satu tahun setelah 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan. 
Pengukuran kinerja wajib dilakukan dalam sebuah instansi guna mengukur 
seberapa jauh kinerja dilakukan. Peran indicator kinerja bagi instansi public 
adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi atasan dan pihak luar untuk 
mengukur sesuatu. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dan tidak terdistorsi 
diperoleh melalui desain indicator kinerja yang baik. Indikator kinerja dalam 
penelitian ini disesuaikan dengan PerdaNomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ialah sarana atau alat untuk mengukur 
hasil suatu aktivitas baikk uantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi 
atau organisasi. Indikator kinerja tersebut dapat diukur sebagai berikut. Pertama, 
produktivitas kerja organisasi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, kualitas 
layanan dengan menerapkan prinsip koordinasi. Ketiga, evaluasi laporan 
pertanggung jawaban. 
Berdasarkan latar belakang dan memaparan singkat kajian teori di atas, 




a. Mendiskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang 
Kaki Lima di Kabupeten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
b. Mendiskripsikan kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupeten Blora dengan Perspektif Perda 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja. 
c. Mendiskripsikan solusi mengatasi kendala dalam penataanPedagang Kaki Lima 
di Kabupeten Blora dengan Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian naturalistik atau kualitatif, 
dikarenakan analisis data dari penelitian ini berbentuk kata, kalimat, dan skema. 
Subjek dari penelitian ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, dengan 
narasumber kepala satuan, sekretaris, dan bidang ketertiban umum.  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan teknik 
observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data model interaktif, dimulai dari pengumpulan 
data terkait dengan kinerja Satpol PP, kemudian reduksi data dengan cara memilih 
data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, lalu sajian data terkait dengan 
menyajikan data mengenai pelaksanaan, kendala, solusi yang dialami Satpol PP 
dalam penataan pedagang kaki lima, hingga sampai pada penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber data 
dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam penataan pedagang kaki 
lima secara fakta sudah baik dan berjalan sesuai dengan Perda yang berlaku di 
kabupaten Blora yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja Satpol PP Kabupaten Blora tersebut 
diukur berdasarkan tiga indikator yang telah dipaparkan pada kajian teori. Ketiga 
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indikator tersebut merupakan, produktivitas kerja organisasi dalam menjalankan 
tugasnya, kualitas layanan dengan menerapkan prinsip koordinasi, dan evaluasi 
laporan pertanggung jawaban. Tetapi kinerja tersebut belum berjalan maksimal 
dikarenakan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima masih ditemui 
beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya anggota personil saat patroli. 
Hal tersebut yang menyebabkan kinerja Satpol PP Kabupaten Blora kurang 
masksimal.  
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Penelitian 
Sulisdiani (2012) adalah sama-sama mengkaji tentang kinerja Satuan Polisi Praja 
terhadap penataan atau penertiban pedagang kaki lima. Hasil penelitian Sulisdiani 
(2012) ini mempunyai hasil yang hampir sama dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. Kesamaan hasil kedua penelitian tersebut adalah kurang 
maksimalnya kinerja Satpol PP Kabupaten Blora, menurut penelitian Sulisdiani 
kinerja Satpol PP Kota Pontianak masih rendah dilihat dari aspek akuntabilitas, 
efektivitas, dan responsivitas. Jika berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti, kinerja Satpol PP kabupaten Blora dirasa kurang maksimal karena 
kurangnya jumlah personil pada saat patroli penataan pedagang kaki lima 
dilakukan. 
Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Blora terkait dengan 
penataan pedagang kaki lima sebagai berikut. Pertama, kurangnya jumlah personil 
pada saat melakukan patroli penertiban pedagang kaki lima. Idealnya jumlah 
personil yang harus ada pada saat patroli penataan pedagang kaki lima ialah satu 
pleton sejumlah 30 orang, sedangkan di Satpol PP Blora jumlah personil yang 
turun saat patroli hanya berkisar 10 sampai dengan 15 orang saja, otomatis 
penataan pedagang kaki lima belum dapat terlaksana secara tertib. Jumlah personil 
yang tidak seimbang dengan jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten 
Bloralah yang menyebabkan kinerja Satpol PP belum dapat maksimal.  
Kedua, belum ada tempat relokasi untuk PKL. Satpol PP Kabupaten Blora 
belum mampu menyediakan tempat relokasi untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) 
yang semula berjualan di bahu jalan pasar induk Blora. Sehingga jika pagi hari 
jalan sekitar pasar induk Blora sangat sulit dilalui kendaraan bermotor karena 
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bahu jalan dan trotoar digunakan untuk berjualan, maka sering menjadi penyebab 
kemacetan jalan. Ketiga, kurangnya pemahaman PKL terhadap zona-zona untuk 
berjualan atau berdagang. Banyak pedagang kaki lima yang belum memahami 
kawasan atau zona-zona tertentu yang dilarang untuk berjualan di Kabupaten 
Blora. Pedagang kaki lima belum mengetahui bahwa ada tiga zona tentang jalan. 
Zona merah, merupakan zona yang harus steril selama 24 jam. Zona kuning, 
merupakan kawasan yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima 
dengan mematuhi jam-jam tertentu. Zona hijau, merupakan kawasan yang boleh 
digunakan untuk berjualan dengan bebas tanpa adanya peraturan jam-jam tertentu. 
Disitulah terkadang para pedagang kaki lima belum tahu kawasan mana saja yang 
boleh digunakan untuk berjualan. 
Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penataan Pedagang Kaki Lima 
Kabupaten Blora Perspektif Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut. Pertama, adanya sosialiasi bagi 
pedagang kaki lima. Satpol PP Kabupaten Blora sudah memulai mengadakan 
sosialiasasi dan penyuluhan pada pedagang kaki lima Kabupaten Blora, agar para 
pedagang kaki lima mengetahui aturan-aturan yang harus ditaati pada saat berjualan 
atau berdagang, sehingga tindak pelanggaran dapat diminimalkan.  Kedua,  bekerja 
sama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora untuk 
menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. 
 
4. PENUTUP 
Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menyajikan data yang 
berhubungan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan 
pedagang kaki lima di Kabupaten Blora. Data yang sudah terkumpul dianalisis 
agar mendapat gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian dalam 
penulisan artikel publikasi ilmiah ini. Berdasarkan pembahasan dan hasil 
penelitian yang telah dijabarkan, kesimpulannya adalah secara prosedural kinerja 
Satpol PP kabupaten Blora sudah sesuai dengan tata kerja pada Perda Kabupaten 
Blora Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja. Tetapi secara teknik kinerja Satpol PP masih belum maksimal 
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dalam melakukan penataan pedagang kaki lima, hal ini disebabkan oleh 
kurangnya jumlah personil Satpol PP pada saat mengadakan patroli.  
Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Blora dalam penataan 
pedagang kaki lima adalah kurangnya jumlah personil pada saat melakukan 
patroli, belum adanya tempat relokasi bagi pedagang kaki lima, dan kurangnya 
pemahaman pedagang kaki lima terhadap zona-zona yang digunakan sebagai 
tempat berdagang atau berjualan. Solusi dari pihak Satpol PP kabupaten Blora 
untuk mengahadapi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi atau 
penyuluhan peda pedagang kaki lima terkait dengan zona atau tempat yang 
diperbolehkan atau dilarang untuk berjualan. Solusi selanjutnya adalah Satpol PP 
kabupaten Blora akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan 
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